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ABSTRAK

Pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya penahanan merupakan salah satu
wewenang lembaga praperadilan dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia
khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa. Pemeriksaan dimaksud berhubungan erat
dengan pemeriksaan terhadap syarat sah penangkapan atau penahanan yang telah
dilakukan. Syarat tersebut ada yang formil dan materil. Syarat formil berhubungan
dengan surat-surat penangkapan atau penahanan serta surat lain yang berhubungan
dengan itu. Sedangkan syaral materil berhubungan dengan penyebab dilakukannya
penangkapan atau penahanan seperti harus adanya surat bukti yang cukup agar dapat
digunakan untuk menduga bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana
vang dimaksud. Selain hal tersebut . pada penahanan ditambahkan pula dengan adanya
kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi tindak pidana. Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk
membuat judul “Pelaksanaan Praperadilan Untuk Memutuskan Sah atau Tidak Sahnya
Penahanan Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas 1A Padang”. Oleh karena itu ada
beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas yaitu : bagaimanakah pelaksanaan
praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak sahnya penahanan di Pengadilan Negeri
Klas |A Padang. dan apa saja kendala yang ditemui dalam praktik praperadilan di
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
vakni dengan meneliti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan praperadilan untuk
memutuskan sah atau tidak sahnya penahanan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
Penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan praperadilan dalam memutuskan tentang sah
atau tidak sahnya penahanan tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan kendala yang ditemui apabila hakim yang
menangani kasus praperadilan tersebut maka siding akan ditunda pada hari lain yang
telah ditetapkan dan apabila sural permohonan tidak lengkap sehingga hakim dapat
menggugurkan permohonannya. Menurut hemat penulis , dalam hal ini sudah sepatutnya
ada peraturan hukum yang betul-betul menjamin perlindungan hak asasi manusia yang
bukan sekedar formalitas belaka.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasakan Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP),

penyidik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyidikan jika terjadi suatu

perkara pidana. Pada pasal 1 butir 2 KUHAP dikatakan bahwa penvidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara vang diatur dalam

Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti vang dengan buki

it membuat terang  tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya,

Menurut Loebby Logman. tujuan dari hukum scara pidana adalah

I

12

Led

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknva mendekati
kebenaran materil. falah kebenaran yang selengkap-lengkapnva dari
suatu perkara pidana dengan mencerapkan ketentuan-ketentuan hukum
acara pidana secara jujur dan tepat:

Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan
pidana;

Menjaga agar mercka yang tidak bersalah tidak dijahi pidana

meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana;’

' Lobby Logman . 1987, Praperadifan D ndonesia, Ghalia Indonesia , Jakarta, Hlm:g,




Untuk mencari kebenaran materil. dikenal adanya alat-alal pemaksa vang
biasa disebut sebagai upaya paksa. Maksudnya disini yaitu bahwasanva penyidik
dalam rangka penyidikan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-
tindakan vang berupa upava paksa yang meliputi penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.

Oleh karena tugas penyidik dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa.
maka dalam penyelenggaraan tugas tersebut hak azasi manusia baik langsung
maupun tidak langsung akan turut tersangkut. Disini dapat dilihat betapa
pentingnya tugas penyidik tersebut karena disatu pihak ia berkewajiban menjaga
dan melindungi hak azasi manusia secara kesuluruhan, sedangkan dilain pihak ia
malahan berkewajiban mencrobos hak-hak azasi tertentu.

Untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak
pidana , terpaksa dilakukan satu atau beberapa dari upava paksa. Dalam hal ini
memberi kemungkinan bahwa tindakan penyidik dapat saja menjurus pada
tindakan-tindakan diluar batas-batas perikemanusiaan. Maksudnya vaitu adanya
tindakan kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis dari pihak penyidik terhadap
tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana.

Hal tersebut nampaknya dilakukan oleh penyidik demi efesiensi dan
efekiifitas kerjanya. Ini terlihat dengan adanya penyidik yang mencari suatu
pembuktian yang relatif mudah untuk segera menghadapkan tersangka di depan
sidang pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam hukum acara pidana dikenal

adanva lembaga praperadilan . Menurut pasal | butir 10 KUHAP , Praperadilan




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A

Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :.

L,

Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang telah
berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu setiap kasus
praperadilan yang masuk akan langsung didaftarkan dalam register
perkara praperadilan. ditetapkan hakim tunggal dan panitera pengganti
oleh ketua pengadilan dan dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan
ditentukan hari sidang oleh hakim tunggal tersebut serta selanjutnya
dilakukan pemanggilan pihak pemohon dan termohon oleh juru sita untuk
melaksanakan persidangan praperadilan pada hari yang telah ditentukan,
Kemudian dalam  waktu 7 hari hakim harus sudah  menjatuhkan
keputusannya.

Dari hakim yang menangani kasus praperadilan tersebut sakit atau tidak
dapat menangani kasus tersebut pada hari vang telah ditetapkan, maka

sidang akan ditunda pada hari lain sehingga proses praperadilan tidak

berjalan lancar sehagaimana mestinya.
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